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DESKRIPSI  MATAKULIAH 
Mata kuliah Komunikasi dan Diseminasi Informasi Pertanahan membekali taruna dengan 
pengetahuan dan keterampilan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan pertanahan dan 
penyampaian informasi kepada publik. Mata kuliah ini mencakup konsep komunikasi organisasi 
dan publik, teknik komunikasi efektif, literasi hukum pertanahan, penanganan konflik, serta 
pemanfaatan media digital layanan publik. Pembelajaran diarahkan pada kemampuan taruna 
menyampaikan informasi pertanahan secara jelas, etis, dan bertanggung jawab sesuai karakteristik 
masyarakat. Melalui mata kuliah ini, taruna diharapkan mampu mendukung pelayanan publik yang 
transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI 
CPL 3 
Taruna mampu bekerjasama, menunjukkan integritas, berkomunikasi secara efektif, 
berorientasi pada hasil, dan menguasai prinsip-prinsip pelayanan publik. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK) 
CPMK 1 
Taruna mampu menerapkan prinsip komunikasi organisasi dan publik dalam konteks 
pelayanan dan diseminasi informasi pertanahan secara efektif, etis, dan bertanggung 
jawab.. 
CPMK 2 
Taruna mampu menyusun dan menyampaikan informasi pertanahan kepada masyarakat 
secara jelas, akurat, dan mudah dipahami dengan memperhatikan aspek literasi hukum 
pertanahan dan karakteristik publik. 
CPMK 3 
Taruna mampu menunjukkan kemampuan komunikasi interpersonal, penanganan konflik, 
dan negosiasi dalam layanan pertanahan, termasuk pemanfaatan media komunikasi digital 
untuk mendukung pelayanan publik yang transparan dan berorientasi pada hasil. 

 
Sub-CPMK 



 
 

POKOK BAHASAN 

Pertemuan 
ke /Tanggal 

Meteri 

1-3 Mg.1 Pengantar Komunikasi dalam Layanan Pertanahan 
1.​ Pengertian komunikasi dan unsur-unsur komunikasi 
2.​ Peran komunikasi dalam pelayanan publik 
3.​ Karakteristik layanan pertanahan sebagai layanan publik 
4.​ Tantangan komunikasi dalam pelayanan pertanahan 

 
Mg.2 Komunikasi Organisasi dalam Instansi Pertanahan 

1.​ Konsep komunikasi organisasi 
2.​ Komunikasi vertikal, horizontal, dan lintas unit 
3.​ Peran komunikasi internal dalam kualitas layanan pertanahan 
4.​ Contoh komunikasi organisasi di kantor pertanahan 

 
Mg.3 Komunikasi Publik dalam Pelayanan Pertanahan 

1.​ Pengertian dan karakteristik komunikasi publik 
2.​ Perbedaan komunikasi publik dan komunikasi organisasi 
3.​ Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik 
4.​ Etika komunikasi publik dalam layanan pertanahan 

4-5 Mg. 4 Bentuk dan Media Komunikasi Layanan Pertanahan 
1.​ Bentuk komunikasi layanan: tatap muka, tertulis, dan digital 
2.​ Media komunikasi layanan pertanahan (loket, surat, website, media sosial) 
3.​ Kelebihan dan keterbatasan masing-masing media 
4.​ Contoh penerapan media komunikasi di instansi pertanahan 

 
Mg. 5 Alur Komunikasi Layanan Pertanahan antara Instansi dan Masyarakat 

Sub-CPMK 1 
Taruna mampu menjelaskan konsep dasar komunikasi organisasi dan komunikasi publik 
dalam layanan pertanahan. � CPMK 1 
Sub-CPMK 2 
Taruna mampu mengidentifikasi bentuk dan alur komunikasi layanan pertanahan antara 
instansi dan masyarakat. � CPMK 1 
Sub-CPMK 3 
Taruna mampu menerapkan teknik komunikasi efektif dalam penyampaian informasi 
pertanahan kepada masyarakat. � CPMK 2 
Sub-CPMK 4 
Taruna mampu menjelaskan informasi dan ketentuan hukum pertanahan kepada publik 
secara sederhana dan tepat. � CPMK 2 
Sub-CPMK 5 
Taruna mampu menganalisis potensi konflik pertanahan serta prinsip dasar penanganan 
konflik dan negosiasi. � CPMK 3 
Sub-CPMK 6 
Taruna mampu memanfaatkan media komunikasi digital untuk diseminasi informasi dan 
peningkatan kualitas layanan publik pertanahan. � CPMK 3 
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1.​ Alur penyampaian informasi layanan pertanahan 
2.​ Titik kontak (contact point) antara petugas dan masyarakat 
3.​ Hambatan komunikasi dalam alur layanan 
4.​ Dampak alur komunikasi terhadap kepuasan masyarakat 

6-7 Mg. 6 Teknik Komunikasi Efektif dalam Layanan Pertanahan 
1.​ Prinsip komunikasi efektif (jelas, sederhana, empatik) 
2.​ Teknik mendengarkan aktif dan bertanya efektif 
3.​ Penggunaan bahasa yang mudah dipahami masyarakat 
4.​ Sikap dan perilaku komunikasi petugas layanan 

Mg. 7 Penerapan Teknik Komunikasi Efektif pada Kasus Layanan Pertanahan 
1.​ Simulasi komunikasi pelayanan pertanahan 
2.​ Penyampaian informasi prosedur dan persyaratan 
3.​ Penanganan pertanyaan dan keluhan masyarakat 
4.​ Refleksi peran komunikasi dalam kualitas pelayanan 

8 MID TEST (UTS) 
9-10 Mg. 9 Pengantar Hukum Pertanahan dan Informasi Publik 

1.​ Ruang lingkup hukum pertanahan di Indonesia 
2.​ Hak, kewajiban, dan kepentingan publik dalam pertanahan 
3.​ Prinsip keterbukaan informasi publik di bidang pertanahan 
4.​ Tantangan penyampaian informasi hukum kepada masyarakat 

 
Mg. 10 Teknik Penyampaian Informasi dan Ketentuan Hukum Pertanahan 
kepada Publik 

1.​ Karakteristik informasi hukum pertanahan 
2.​ Penyederhanaan bahasa hukum menjadi bahasa publik 
3.​ Prinsip kejelasan, ketepatan, dan akurasi informasi 
4.​ Contoh penyampaian informasi layanan pertanahan 

11-12 Mg. 11 Konflik Pertanahan: Jenis, Penyebab, dan Dampaknya 
1.​ Pengertian dan karakteristik konflik pertanahan 
2.​ Jenis konflik pertanahan (administratif, batas, penguasaan, dll.) 
3.​ Faktor sosial, ekonomi, dan hukum penyebab konflik 
4.​ Dampak konflik pertanahan terhadap masyarakat dan negara 

 
Mg. 12 Prinsip Dasar Penanganan Konflik dan Negosiasi Pertanahan 

1.​ Prinsip penanganan konflik pertanahan 
2.​ Peran komunikasi dalam resolusi konflik 
3.​ Konsep dasar negosiasi dan mediasi 
4.​ Etika dan sikap komunikatif dalam penanganan konflik. 

13-15 Mg. 13 Komunikasi Digital dalam Layanan Publik Pertanahan 
1.​ Konsep komunikasi digital layanan publik 
2.​ Media digital layanan pertanahan (website, media sosial, aplikasi) 
3.​ Peran komunikasi digital dalam transparansi dan pelayanan 
4.​ Peluang dan tantangan komunikasi digital 

 
Mg. 14 Diseminasi Informasi Pertanahan melalui Media Digital 

1.​ Strategi diseminasi informasi publik secara digital 



POKOK BAHASAN 

2.​ Penyusunan konten informasi pertanahan yang informatif 
3.​ Prinsip komunikasi publik di ruang digital 
4.​ Etika dan tanggung jawab komunikasi digital 

 
Mg. 15 Integrasi Komunikasi Hukum, Konflik, dan Media Digital dalam 
Layanan Pertanahan  

1.​ Studi kasus penyampaian informasi hukum pertanahan 
2.​ Analisis konflik pertanahan berbasis komunikasi 
3.​ Peran media digital dalam pencegahan konflik 
4.​ Refleksi peran komunikasi dalam peningkatan layanan publik. 

16 FINAL TEST (UAS) 
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